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RATA-RATA LAMA 
SEKOLAH 

PENDUDUK DAN 
ANGKA PARTISIPASI 

KASAR 
PENDIDIKAN 

TINGGI

87% Guru 
bersertifikasi 

Pendidik

Pemerataan 
Distribusi 

Guru

Penyempurna
an kurikulum 

dan sistem 
pembelajaran

PENDIDIKAN

KEMRISTEK
DIKTI

DANA ALOKASI KHUSUS
KEMDIKBUD dan 

KEMENAG
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 Pembangunan 
dan Rehabilitasi 
Sekolah; 

 Biaya
Operasional
Pendidikan
(BOP)

 Pengembangan 
SMK

KEMDIKBUD, KEMENAG, 
KEMDAGRI, KEM.PAN RB

KEMDIKBUD dan 
KEMENAG

 3 Perguruan
Tinggi masuk di 
500 Top Dunia
dan 39 PT 
terakreditasi A

 Bidik Misi



PEMENUHAN 
PREVENTIF 

DAN KURATIF 
KESEHATAN

190 Kab/ 
Kota 

memiliki 
RSUD 

berakreditasi
nasional

RS Rujukan 
dan Regional

92,5% obat
memenuhi

syarat

88,6% 
makanan 

memenuhi 
syarat

Peningkatan 
jumlah, 

kualitas dan 
distribusi 

Tenaga 
Kesehatan

28,9%
Penduduk

yang 
melakukan

kegiatan
olahraga

SPAM di 
kawasan
kumuh, 

nelayan, rawan
air/perbatasan
/ pulau terluar
(178.780 SR )

Pemb 
Lapangan 
Olah Raga, 

Car Free 
Day, Perda

Hidup Sehat

KESEHATAN

KEMEN PU & PERA

KEMENPORA

DAERAH

BPOM

KEMENKES
DANA ALOKASI KHUSUS
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KEMENKES, KEMDAGRI, 
KEM.PAN RB

 Pembangunan dan 
rehabilitasi 
puskesmas

 Biaya Operasional 
Kesehatan (BOK)

BPOM

KEMENKES



PROGRAM SEJUTA 
RUMAH

Rumah Tangga 
berpenghasilan 

rendah yang 
menghuni rumah 
susun 15.000 unit

RT berpenghasilan 
rendah  menghuni 

rumah melalui 
penyediaan 

Prasarana, Sarana, 
danUtillitas (PSU) 

42.000 unit

Penyediaan
rumah tapak

dan rusun

PERUMAHAN

SUBSIDI

DANA ALOKASI KHUSUS

Kemen PU & PERA

Kemen PU & PERA
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PMN PT. PERUMNAS

 Peningkatan 
kualitas rumah 
swadaya

 Pembangunan 
jaringan distribusi 
sampai pipa tersier

 Pengalokasian Dana 
Bergulir FLPP

 Subsidi uang muka
perumahan dan kredit
perumahan

 Pembebasan PPN 
rumah dengan batas
harga tertentu



REVOLUSI MENTAL

REVOLUSI 
MENTAL

PENINGKATAN 
KEPATUHAN & 

PENEGAKAN HUKUM 
DAN REFORMASI 

LEMBAGA 
PERADILAN

PERKUATAN 
KELEMBAGAAN 

POLITIK & 
REFORMASI 
BIROKRASI 

PEMERINTAHAN

PENINGKATAN 
KEMANDIRIAN 

EKONOMI & DAYA 
SAING BANGSA

PEMBANGUNAN 
PENDIDIKAN YANG 
BERKUALITAS DAN 

KEBUDAYAAN YANG 
MEMACU DAYA 

CIPTA & INOVASI

PEMANFAATAN 
MODAL SOSIAL DAN 

MODAL BUDAYA

PENGEMBANGAN 
KEPRIBADIAN & 

PENEGUHAN JATI 
DIRI BANGSA

PENINGKATAN 
PERAN LEMBAGA 
SOSIAL, AGAMA, 

KELUARGA, MEDIA 
PUBLIK

Kemenkum & HAM, TNI-
POLRI, Kejaksaan RI, KPK, 
MK, Komnas HAM, 
Ombudsman RI, Kemenhub, 
Kemen PP & PA, 

Kemendagri,
Kemen PAN & RB, 
KPU, Kemenkes, 
Kemenko Polhukam, 
Bawaslu, LAN, BPKP, 
Ombudsman RI, 
Kemen Desa, PDT 
dan Trans, Kemen PP 
& PA, 
Kemenkominfo, 
Kemenlu

Kemendag, 
Kemenperin, 
Kemenpar, 
Kemen KP, 
KPPU, 
KemRistek & 
Dikti, Kementan, 
Kemen ESDM, 
Kemen PP & PA, 
BPOM, BKPM, 
Kemenkes, 
Kemenkop dan 
UKM

Kemdikbud, 
KemRistek & Dikti, 
Kemenag;
Kemen KP, Kemenkes, 
Kemenhub

Kemensos, 
Kemen Desa, PDT 

dan Trans, 
Kemen PP & PA

Kemedikbud, 
Kemenag, 

Kemendagri,
Kemenko 

Polhukam, 
Kemenpora, 
Kemen LH & 
Kehutanan, 

Kemenko 
Kemaritiman, 

Kemenkes, 
Kemen PU & 

Pera, KPK, 
Perpusnas

Kemendagri, 
Kemenag, 

Kemensos,
Kemenkomin

fo, 
Kemenpora, 

Kemenkes, 
Kemen PP & 
PA BKKBN, 

Kemenko 
PMK

KEMENKO PMK
(KOORD. PELAKSANAAN)

KEMENPPN/BAPPENAS
(KOORD PERENCANAAN)

Kedaulatan Politik

Kepribadian dalam Kebudayaan

Kemandirian
Ekonomi
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2B. DIMENSI PEMBANGUNAN 
SEKTOR UNGGULAN
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KEDAULATAN PANGAN

Produksi Padi 
76,23 juta ton; 

Jagung 21,35 juta 
ton; Kedelai 1,82 
juta ton; Daging 
Sapi dan kerbau 

0,59 juta ton

Pembangunan 
bendungan 
dan irigasi

Perluasan 
Lahan 

Pertanian

Jaringan 
irigasi dan 

Cetak 
Sawah

Penyediaan 
benih dan 

pupuk

Peningkatan 
kapasitas 

petani

Pembanguna
n unit-unit 

drying centre
dan modern 
rice milling

plant

Peningkatan 
produksi 

ternak

BUMN: 
Perum Bulog

Kementan
• Cetak sawah

Kemen PU/Pera
• Pembangunan 19 bendung  irigasi
Kementan
• Pengemb. jaringan irigasi 500.000 Ha

DANA ALOKASI KHUSUS 
Kedaulatan Pangan
• Rehab/ peningkatan/ 

pemb. jaringan irigasi 
• Cetak Sawah

Kementan
• Penyuluhan pertanian
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Subsidi Benih dan Pupuk

Kementan
• Penyediaan bibit ternak 

unggul

Kemen ATR.
• Membatasi pengalihan alih 

fungsi lahan



MEMBANGUN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA
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MEMBANGUN POROS 
MARITIM DUNIA

KEMENKO MARITIM

(KOORD. PELAKSANAAN)

KEMENPPN/BAPPENAS

(KOORD. PERENCANAAN

PERIKANAN

MINERAL, 
MIGAS DAN 

ENERGI LAUT

KONEKTIVITAS 
LAUT DAN 
INDUSTRI 
MARITIM

WISATA 
BAHARI DAN 

BIORESOURCE 
LAUT

PESISIR 
PULAU 

TERKECIL 
DAN PULAU 
TERDEPAN

TATA 
RUANG 

LAUT

PENGAWASAN 
PELAYARAN 
DAN SISTEM 

HANKAM

IPTEK 
KELAUTAN

BATAS LAUT 
DAN 

PENAMAAN 
PULAU

BUDAYA 
MARITIM

KUALITAS 
LINGKUNGAN 

LAUT

KEMENHUB, BAKAMLA, KEPOLISIAN DAN HANKAM
Pengembangan peran Bakamla dan koordinasi sistem 
komando yang terpadu

KEMENRISTEKDIKTI
Pembangunan technopark
kelautan

KEMENDAGRI, KEMENLU, 
BIG
Penyelesaian toponimi 
penamaan pulau-pulau dan 
perundingan dengan negara 
tetangga terkait batas 
maritim

KEMENDIKNAS DAN KKP
Pengembangan kurikulum 
pendidikan bermuatan 
kelautan, pengembangan 
keilmuan kelautan

KEMEN LHK
Pengembangan taman laut 
nasional

KEMEN ESDM
Pengembangan eksplorasi 
dan eksploitasi offshore di 
kawasan timur

KEMENHUB
Pengembangan armada 
pelayaran perintis; 
pembangunan pelabuhan

KEMEN PARIWISATA
Pengembangan destinasi 
wisata bahari dan sarana 
pendukung aksesibilitasnya

KKP, KEMENDESA
Pembangunan perikanan di 
pulau-pulau kecil strategis di 
15 lokasi

KKP
Penyusunan tata ruang laut 
nasional

KKP
Pencapain produksi 
perikanan 35,4 juta/ton



Pembangunan 
infrastruktur 

energi a.l : PLT 
Bioenergi 

2.069,4 MW, 
kapasitas PLTPB 

1.712,5 MW

Peningkatan 
pasokan energi 

domestik : biofuel 
6,48 juta KL, 

Biogas  22.995 
ribu m3, uap 

panas bumi 83,05 
juta ton

Optimalisasi 
kapasitas dan 

efisiensi 
operasional 

PLTP Dieng dan 
PLTP Patuha

Rumah tangga 
tersambung 

gas kota 
(121.000SR)

Pembangunan 
pembangkit 

listrik Off Grid

PMN PT. PLN dan KESDM

KESDM

KESDM

KESDM

KEDAULATAN ENERGI

DANA ALOKASI KHUSUS
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PMN PT GEO DIPA 
ENERGI

 Pembangkit, 
Penyaluran dan 
distribusi

 Fasilitasi 
Independent 
Power Producer 
(IPP)

 PEMBANGUNAN 
PEMBANGKIT 35.000 
MW 

 PENINGKATAN BAURAN 
ENERGI BARU DAN 
TERBARUKAN



PARIWISATA

Pembangunan 
10 Kawasan 
Pariwisata

Infrastruktur 
pariwisata

Promosi dan  
Pemasaran 
Pariwisata

RegulasiInvestasi
bidang 

pariwisata

Kualitas SDM
Pariwisata

Pembangun
an sarana-
prasarana 
pariwisata

Kem Dikbud 
• SMK Pariwisata
Kemenpar
• Sekolah Tinggi 

Pariwisata
Kemen Tenaga Kerja
• Balai Latihan Kerja

BKPM, BKPMD – Pemda, 
Kemendagri

• Deregulasi dan iklim
usaha

Kemenlu dan Kemenkumham
• Layanan visa on arrival

Kemen PU/Pera
• Jalan akses
• Air dan Sanitasi
Kemen  Perhubungan
• Transportasi Darat, Laut dan

Udara

Kemen  Pariwisata 
Pemda:
• Penyediaan lahan dan 

perizinan

DANA ALOKASI KHUSUS 
Pariwisata
• Penataan kawasan pariwisata
• Aksesibilitas kawasan

Kemenpar
• Pengembangan 

destinasi
• Penyelenggaraan event
Kominfo
• Jaringan broadcast
Kemenlu
• Pemasaran pariwisata 

di LN
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Peningkatan 
kunjungan 

wisman 12 juta 
orang



INDUSTRIALISASI

INDUSTRIALISASI
Pertumbuhan
rata-rata 7%. 
Share industri

dalam PDB
meningkat dari
20,7% (2014) 

21,2% (2019)

Kawasan 
Industri:

Sei Mangke, 
Palu, Bitung, 

Kendal, 
Demak Konnek-

tivitas

Biaya
Logistik

Akses Pasar
ke Luar
Negeri

(Ekspor)

Insentif 
fiskal dan 
non fiskalInvestasi

Kualitas SDm
Industri

Hubungan
Industrial

Listrik dan
GAS sebagai
Energi dan

Bahan Baku

Kem Dikbud dan

Ristekdikti

• SMK, Vokasi, Pend 

Tinggi

Kemen Tenaga Kerja

• Sistem pengupahan

• Balai Latihan Kerja

BKPM, BKPMD –

Pemda, Kemendagri

• Deregulasi dan iklim

usaha

Kemen Keuangan

• Tax holiday/Tax Allowance

• Keringanan bea masuk

Kemen PU/Pera

• Jalan akses

Kemen  Perhubungan

• Transportasi Darat, Laut

dan Udara

Kemen  Agraria dan TTR dan

Pemda:

• Penyediaan lahan

Kement ESDM

• Kebijakan DMO dan

harga

BUMN

• Penyediaan dan

distribusi

Kem Keuangan

• Kebijakan penerimaan

Kem Perdagangan (Daglu)

• IJEPA

• CAFTA

• MEA

• TPP

11



2C. DIMENSI PEMERATAAN 
DAN KEWILAYAHAN

12



PEMERATAAN ANTAR PENDAPATAN

Penerima KIS 
92,4 jt jiwa

Penerima KIP 
21,7 jt jiwa

Perluasan 
cakupan 

Penerima 
Bantuan 

Bersyarat

Bantuan 
Kredit Usaha 
Rakyat (KUR)

Peningkatan daya 
saing tenaga kerja, 

kepesertaan 
program SJSN 

ketenagakerjaan 

(40 juta pekerja 
formal dan 3,2 juta 
pekerja informal)

Bantuan 
RASKIN

Pengembangan 
Pasar

KEMENKO 
PEREKONOMIAN

KEMENTERIAN 
KESEHATAN

KEMENTERIAN 
KETENAGAKERJAAN
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DANA ALOKASI KHUSUS
KEMENTERIAN 

DIKBUD DAN 
AGAMA

KEMENTERIAN 
SOSIAL

SUBSIDI

 GINI RATIO 0,39
 ANGKA 

KEMISKINAN 9 -
10 %



PERKUATAN 
KONEKTIVITAS

Pelayanan 
transportasi 

darat  530 unit 
BRT, 3 dermaga 

sungai, 1 
dermaga danau

Peningkatan 
110,9 km jalur 

kerata api

Peningkatan 
bandar udara di 

daerah perbatasan 
dan rawan 

bencana (926 
lokasi dan 57 

lokasi)

Peningkatan 
1.003,9 Km jalan 

dan pembangunan 
375,9 Km jalan, 

6.283,9 m 
jembatan, 26 Km 

jalan tol

Peningkatan, 
kapasitas, dan 
pembangunan 

jalan dan 
jembatan

PEMERATAAN ANTAR WILAYAH

KEMENHUB

KEMENHUB

KEMENHUB
KEMEN PU & 

PERA

14

DANA ALOKASI KHUSUS



2D. KONDISI PERLU
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KONDISI PERLU

KONDISI 
PERLU

Kepastian 
dan 

Penegakan 
Hukum

Keamanan 
dan

Ketertiban

Politik dan 
Demokrasi

Tata Kelola 
dan 

Reformasi 
Birokrasi

Polri
• Pemenuhan Almatsus
Kemenhan
• Pemenuhan Minimum 

Essential Force (MEF)
• Pengembangan industri 

pertahanan dalam 
negeri mendukung 
Minimum Essential 
Force (MEF)

KPK, Kejaksaaan, Polri
• Peningkatan Indeks Perilaku Anti 

Korupsi (IPAK)

Kemdagri
• Peningkatan Indeks 

Demokrasi Indonesia

16

KemenPAN&RB
• Peningkatan Indeks

Reformasi Birokrasi



3. PEMANFAATAN ANGGARAN 
TAHUN 2016
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Kemhan; 
12,7%

Polri; 9,3%Kumham;
1,2%

Kemtan;
4,0%

KKP; 1,8%

Kempar;
0,7%

Kemprin; 
0,4%

Kemdikbud;
6,3%

Kemkes;
8,1%

Kemenag;
7,3%

Kem PU Pera;
13,3%

Kemhub;
6,2%

Kemsos; 
1,9%

74 KL Lainnya;
26,9%

Kenaikan porsi di APBN - P 2015 
antara lain :
• Kementan (Kedaulatan Pangan)
• Kemenhub ((Pembangunan 

infrastruktur kewilayahan dan 
Kemaritiman)

• Kemen PU & Pera (Pembangunan 
infrastruktur kewilayahan)

• Kemensos (KKS)

Kenaikan porsi di APBN 2016 antara 
lain :
• Kemenkes (Pemenuhan anggaran 

Kesehatan 5% APBN)
• Kemenpar (Peningkatan wisatawan)
• KKP (Perikanan rakyat dan illegal 

fishing)
• Kementan (Kedaulatan Pangan)
• Polri (Dukungan Tusi) 

KETERANGAN*)
APBN 
2015

APBN-P 
2015

APBN 
2016

Dimensi Pemb. Manusia dan Masyarakat 151,0 164,8 169,8

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 27,1 50,4 54,0

Dimensi Pemertaan dan Kewilayahan 137,9 205,9 167,2

Kondisi Perlu 158,2 170,6 182,0

Lainnya 173,1 203,8 211,1

Total 647,3 795,5 784,1

Alokasi program pembangunan APBN 2016 relatif sama dengan APBN 2015**)

Hanya mencerminkan beberapa KL utama*)

APBN 2016 = Rp. 784,1 T

PROPORSI BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Alokasi Belanja KL tidak “As Usual” melainkan 
karena Penekanan pada Prioritas 18



PROPORSI ALOKASI DAK FISIK PER BIDANG

APBN 2015 : Rp 35,8 T APBN-P 2015 : Rp 58,8 T

APBN 2016 : Rp 85,5 T
Ket :
1. Untuk TA 2016 DAK terbagi 

menjadi 3 Jenis yaitu DAK 
Reguler, DAK Afirmasi dan DAK 
Infrastruktur Publik

2. DAK Afirmasi terdiri atas Sub 
Bidang Air Minum, Sanitasi, 
Irigasi, Jalan dan Transportasi 
Perdesaaan. 

3. Dalam DAK Reguler TA 2016 
terdapat Bidang Sarana dan 
Prasarana Penunjang yang 
dengan Sub Bidang:
a. Jalan
b. Sarpras Irigasi & Air Minum
c. Sarpras Kesehatan

DAK Reguler 
Terbagi :
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PEMBIAYAAN MELALUI SUBSIDI

URAIAN
NILAI

(Rp. Trilyun)

1. Subsidi Energi 102,1 

1) Subsidi BBM & LPG 63,7 

2) Subsidi Listrik 38,4 

2. Subsidi Non Energi 80,5 

1) Pangan 21,0 

2) Pupuk 30,1 

3) Benih 1,0 

4) PSO 3,8 

a) PT. KAI 1,8 

b) PT. Pelni 1,8 

c) LKBN Antara 0,1 

5) Subsidi Bunga Kredit Program 16,5 

6) Subsidi Pajak/ Pajak DTP 8,2 

JUMLAH 182,6 

20
Sumber : Kementerian Keuangan



PEMBIAYAAN PMN*)

NO. RINCIAN
APBN 2016
(Rp. Milyar)

KEDAULATAN PANGAN 4.221,9 

1 Perum Bulog 2.000,0 

2 PT. Perikanan Nusantara 29,4 

3 PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT. RNI) 692,5 

4 PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia 1.000,0 

5 PT. Pertani 500,0 

INFRASTRUKTUR DAN MARITIM 20.082,3 

6 PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) 3.500,0 

7 PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) 1.000,0 

8 PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) 1.000,0 

9 PT. Hutama Karya 3.000,0 

10 PT. Wijaya Karya 4.000,0 

11 PT. Pembangunan Perumahan 2.250,0 

12 Perum Perumnas 485,4 

13 PT. Angkasa Pura II 2.000,0 

14 PT. Pelni 564,8 

15 PT. Pelabuhan Indonesia III 1.000,0 

16 PT. Amarta Karya 32,1 

17 PT. Jasa Marga 1.250,0 

KEDAULATAN ENERGI 10.660,0 

18 PT. PLN 10.000,0 

19 PT. Geo Dipa Energi 660,0 

PENGEMBANGAN INDUSTRI STRATEGIS 3.956,5 

20 PT. Krakatau Steel 2.456,5 

21 PT. Industri Kereta Api 1.000,0 

22 PT. Bharata Indonesia 500,0 

KEMANDIRIAN EKONOMI NASIONAL 1.500,0 

23 PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (PT. BPUI) 500,0 

24 PT. Asuransi Kredit Indonesia 500,0 

25 Perum Jamkrindo 500,0 

JUMLAH 40.420,8 

21
Sumber : Kementerian Keuangan

*) Pendanaan ditunda hingga APBN-P 2016



4. PENYEDERHANAAN 
“NOMENKLATUR”
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PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR

 Peningkatan efektivitas program (meniadakan 

kebijakan yang “kurang jelas” manfaatnya)

 Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu 

(misal: Perjalanan Dinas, Sosialisasi, Kajian, Seminar)

 Hasil penyederhanaan direlokasi untuk memperkuat 

Kegiatan Prioritas

 Pendalaman dan relokasi agar tidak menghambat 

proses finalisasi dokumen anggaran tahun 2016

23



HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

 Memastikan kesiapan pelaksanaan :

– Seluruh dokumen perencanaan teknis kegiatan 

yang dibutuhkan terutama untuk infrastruktur 

(misalnya Ketersediaan Tanah, DED, AMDAL, 

kesesuaian dengan RTRW)

– Dokumen administrasi terkait anggaran (SK untuk 

Pejabat Pengelola Keuangan baik pusat dan daerah)

– Seluruh Juklak dan Juknis Dana Alokasi Khusus 

24



TERIMA KASIH



PERLINDUNGAN ANAK



Sinergi Lintas Bidang dalam Mewujudkan  
Perlindungan Anak (1)
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PENINGKATAN 
SISTEM 

PERLINDUNGAN 
ANAK

EFEKTIVITAS 
KELEMBAGAAN

PEMENUHAN 
HAK ANAK

PERLINDUNGAN 
ANAK



PERLINDUNGAN ANAK
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PEMENUHAN 
HAK ANAK

Pemerataan
& 

Ketersediaan
Layanan

Dasar
Layanan
PAUD-HI

Percepatan
kepemilika

n akta
kelahiran

Pembentukan
karakter, 

kreativitas dan
bakat; serta 

partisipasi anakPengawasa
n materi

dan akses
Informasi

Layak Anak

Peningkatan
Ketahanan
Keluarga

dalam
pengasuhan

anak

Advokasi dan
sosialisasi

dalam
mewujudkan
lingkungan
ramah anak

Kabupaten/
Kota Layak

Anak

KPPPA; KPAI;
Pemda;
Dunia Usaha;
Masyarakat;
Media Massa

Kemensos;
BKKBN; KPPPA

KPPPA; 
Kemkominfo; 
KPI; AJI

Kemendikbud;
KPPPA; 
Kemenag; 
Kempora

Kemendagri; MA; 
Kemenag

KemenkoPMK, 
Kemendikbud, 
BKKBN, 
Kemkes

Kemendagri;
Kemenkes;
Kemdikbud

KPPPA;
Pemda



Sinergi Lintas Bidang dalam Mewujudkan  
Perlindungan Anak (1)
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PENINGKATAN 
SISTEM 

PERLINDUNGAN 
ANAK

EFEKTIVITAS 
KELEMBAGAAN

PEMENUHAN 
HAK ANAK

PERLINDUNGAN 
ANAK

Kemdagri:
• Cakupan akta kelahiran
• Ketersediaan Posyandu

KPPPA:
• Partisipasi anak
• Tenaga terlatih 

perlindungan 
anak

Kemenag:
• Layanan 

pendidikan 
dasar

Kemdikbud :
• Pendidikan anak 

usia dini
• Layanan 

pendidikan dasar BKKBN:
• Bina Keluarga 

Balita (BKB)
• Bina Keluarga 

Remaja (BKR)

Kominfo:
• Pengawasan 

informasi

KPAI:
• Pengawasan 

perlindungan 
anak

Kemkes:
• Status Gizi anak
• Imunisasi 

lengkap

Uraian target

Persentase keluarga yang 
mempunyai balita dan anak
memahami dan melaksanakan
pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang balita dan
anak

60,5%

Indeks Pengetahuan Kesehatan
Reproduksi Remaja (KRR) 
melalui Generasi Berencana
(GenRe) 

50

uraian target

Jumlah kebijakan pemenuhan hak
partisipasi anak yang disusun, direview, 
dikoreksi, dan difasilitasi
untuk diharmonisasikan

2

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan

kebijakan pemenuhan hak partisipasi anak

di K/L dan Provinsi

3

Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan
hak pendidikan anak di K/L, 
Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

114

Jumlah SDM terlatih tentang pemenuhan
hak kesehatan anak di K/L, 
Provinsi/Kab/Kota, dan Ormas

212

uraian target

Persentase anak yang memiliki 
akta kelahiran

79%

Jumlah kabupaten/kota yang diberi
Peningkatan Pemberdayaan
Kesejahteraan
Keluarga (PKK) termasuk
Penguatan Kelembagaan
Posyandu dalam Pelayanan
Sosial Dasar Masyarakat

505
kab/kot
a

uraian target

APK sd/sdlb/paket a (%) 82,88%

% angka partisipasi kasar (apk) paud
usia 3-6 tahun

74,3%

jumlah bahan kebijakan kurikulum
dan perbukuan untuk pendidikan
dasar, pendidikan menengah, dan
paudni

75

apk smp/smplb/paket b (%) 82,40%

Uraian tugas

Jumlah pengawasan terhadap
pelaksanaan perlindungan dan
pemenuhan hak anak

14

Jumlah advokasi peraturan perundang-
Undangan dengan stakeholder terkait
perlindungan anak

14

uraian target

Jumlah peserta bimtek
literasi bagi kalangan
wanita, anak-anak, dan
disabilitas

5100 

Uraian tugas

APK MI/Ula 13,41%

APK MTs/Wustha 22,90%

APK MA/Ulya 9,06%

Jumlah Pembinaan
Keluarga Sakinah

134

Uraian tugas

Persentase kabupaten/kota yang
mencapai 80 persen imunisasi dasar
lengkap pada bayi

85%

Persentase anak usia 0-11 bulan
yang mendapat imunisasi dasar
lengkap

92%

Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI eksklusif

44%
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SISTEM 
PERLINDUNG

AN ANAK

Pencegahan
dan pemberian

sanksi

terhadap
pelaku tindak

kekerasan
terhadap anak

Penegakan
hukum

berbasis
restorative 

justice

Pencegahan
perkawinan

usia anak

Peningkatan
kualitas

pengasuhan
dalam

keluarga
pengganti

Perluasan
cakupan
program 

perlindungan
sosial bagi

anak rentan

Penyusunan
Strategi dan
Materi KIE 

yang sesuai
dengan

konteks lokal

Advokasi dan
sosialisasi tntg

perlindungan anak
dari kekerasan, 

eksploitasi, 
penelantaran dan
perlakuan salah

Gerakan
Nasional
Perlindun
gan Anak

KPPPA; KPAI
Pemda;

Dunia Usaha;
Masyarakat;

Lembaga Pendidikan
Media Massa

KPPPA

Kemensos

KPPPA;
Kemensos

KPPPA;
Kemenag

Kemkumham

Kemkumham;
KPPPA

Bappenas; KPPPA;
Kemenko PMK

Peningkatan
efektivitas

layanan
anak korban
kekerasan

KPPPA; POLRI;
Kemenkes;
P2TP2A;
KPAI

Penyediaan sistem 
data  terpadu 

pengaduan dan 
layanan korban 

kekerasan

KPPPA;
Kemsos; 

UPPA-Polri



PERLINDUNGAN ANAK

31

Perlindung
an khusus 

anak

Perlindungan 
anak dalam 

situasi darurat 
dan pornografi

Anak 
berhadapan 

dengan 
hukum dan 
stigmatisasi

Pencegahan
perkawinan

usia anak

Peningkatan
kualitas

pengasuhan
dalam

keluarga
pengganti

Perluasan
cakupan
program 

perlindungan
sosial bagi

anak rentan

Penyusunan
Strategi dan
Materi KIE 

yang sesuai
dengan

konteks lokal

Advokasi dan
sosialisasi tntg

perlindungan anak
dari kekerasan, 

eksploitasi, 
penelantaran dan
perlakuan salah

Gerakan
Nasional
Perlindun
gan Anak

KPPPA; KPAI
Pemda;

Dunia Usaha;
Masyarakat;

Lembaga Pendidikan
Media Massa

KPPPA

Kemensos

KPPPA;
Kemensos

KPPPA;
Kemenag

Kemkumham; 
Kepolisian; 

Kemsos; KPPPA

KPPPA; 
Kominfo; BNPB

Bappenas; KPPPA;
Kemenko PMK

Peningkatan
efektivitas

layanan
anak korban
kekerasan

KPPPA; POLRI;
Kemenkes;
P2TP2A;
KPAI

Penyediaan sistem 
data  terpadu 

pengaduan dan 
layanan korban 

kekerasan

KPPPA;
Kemsos; 

UPPA-Polri
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PENINGKATAN 
SISTEM 

PERLINDUNGAN 
ANAK

EFEKTIVITAS 
KELEMBAGAAN

PEMENUHAN 
HAK ANAK

PERLINDUNGAN 
ANAK

Kemkumham:
• Pelaksanaan 

Restorative justice
• Pemenuhan hak anak 

yang bermasalah 
dengan hukum

Kemnaker:
• Penarikan 

pekerja anak

Kemkes:
• Layanan korban 

kekerasan

POLRI:
• Unit layanan 

pengaduan anak 

Kemsos:
• Rehabilitasi anak
• Penanganan NAPZA
• Pengasuhan 

alternatif

KPAI:
• Pengawasan 

dan Layanan 
pengaduan

KPPPA:
• P2TP2A
• Penanganan 

KTA

Uraian target

Jumlah anak balita, anak
terlantar/jalanan, anak berhadapan
dengan hukum, anak dengan
disabilitas, anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang 
mendapatkan Pelayanan
Kesejahteraan Sosial di dalam panti

1.620 
org

Jumlah anak balita, anak
terlantar/jalanan, anak berhadapan
dengan hukum, anak dengan
disabilitas, anak yang membutuhkan
perlindungan khusus yang 
mendapatkan pelayanan kesejahteraan
sosial diluar Panti

13.717

BNN:
• Pencegahan dan 

penanganan 
pengguna NAPZA

Uraian target

Persentase pelajar dan mahasiswa
yang berperilaku hidup sehat dan dan
tidak menyalahgunakan narkoba

0.13%

Uraian target

Jumlah pekerja anak yang ditarik dari
bentuk pekerjaan terburuk anak
(BPTA)

17,000

Uraian target

Jumlah LPAS dan LPKA yang 
melaksanakan Pendidikan 
Anak  sesuai standar

12

Jumlah LPKA yang 
melaksanakan layanan 
Pembinaan dan Pengentasan 
Anak sesuai standar

6

Jumlah LPAS dan LPKA yang
melaksanakan layanan 
Registrasi dan
Assessment Anak sesuai 
standar
(berbasis IT)

9

Jumlah LPAS dan LPKA yang
melaksanakan layanan 
Registrasi dan Assessment 
Anak sesuai standar (berbasis 
IT)

9

Uraian target

Persentase puskesmas yang 
melaksanakan penjaringan
kesehatan peserta didik

50

Persentase bayi usia kurang
dari 6 bulan yang 
mendapatkan asi eksklusif

44

Uraian target

Jumlah pengawasan terhadap
pelaksanaan perlindungan dan
pemenuhan hak anak

14
prov/kab/k
ota

Persentase penelaahan dan mediasi 
pengaduan yang ditindaklanjuti

100

Uraian target

Jml K/L dan provinsi/Kab/Kota yang 
difasilitasi tentang pelaksanaan
kebijakan perlindungan kekerasan terhadap 
anak

4
prov/ka
b/kota

Jml forum koordinasi pelaksanaan kebijakan 
perlindungan kekerasan
terhadap anak di K/L dan provinsi

100

Uraian target

Persentase ketersediaan 
sarana dan
prasarana kewilayahan 
dibandingkan
tahun sebelumnya

25 %
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Penguatan dan
harmonisasi
perundang-

undangan dan
kebijakan

Koordinasi antar
instansi pusat dan

daerah serta
organisasi

kemasyarakatan

Penguatan sistem
manajemen dan

pemanfaatan data 
dan informasi

Peningkatan kapasitas
SDM instansi pusat dan

daerah dalam
perencanaan dan

penganggaran yang 
responsif anak

KPPPA;
Kemdagri;
Bappeda

KPPPA; Kemsos; BPS; dan 
K/L/SKPD terkait lainnya

Kemendagri;
KPPPA;
Pemda;
Ormas

Kemenkumham; 
KPPPA; 
Bappenas

EFEKTIVITAS 
KELEMBAGAAN
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PENINGKATAN 
SISTEM 

PERLINDUNGAN 
ANAK

EFEKTIVITAS 
KELEMBAGAAN

PEMENUHAN 
HAK ANAK

PERLINDUNGAN 
ANAK

KPPPA:
• Sistem data dan informasi 

PA
• Profil Anak
• Forum koordinasi
• Tenaga terlatih
• Kebijakan yang ramah anak

BPS:
• Survey 

data 
dasar

Kemko PMK:
• Koordinasi 

Pelaksanaan

Kemdagri:
• Pelatihan 

stakeholder PA
• Data SIAK

Bappenas:
• Koordinasi  

perencanaan 

Kemkumham:
• Pelatihan aparat 

penegak hukum

Uraian tgt

Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan
kekerasan terhadap anak

6

Jumlah dokumen profil perlindungan kekerasan terhadap anak 3

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan
kekerasan terhadap anak di K/L dan provinsi

8

Jumlah K/L dan Provinsi yang berkontribusi aktif dalam 
penyelenggaraan sistem data gender dan anak

4

Uraian Target

% kesesuaian Renstra K/L 
dgn RPJMN

100%

% pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi
terhadap prioritas nasional 
sesuai dengan
rencana

100%

Uraian Target

Jumlah satker yang 
memiliki website
yang terhubung secara 
online

530

uraian target

Jumlah lulusan yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan berbasis
Kompetensi di Bidang Perlindungan
Anak Berhadapan dengan Hukum
(ABH)

1260
org

Jumlah lulusan yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan berbasis
Kompetensi di Bidang Pembimbing
Kemasyarakatan (PK) BAPAS

795
org

uraian target

Jumlah daerah yang difasilitasi 
dalam penyusunan rencana 
pembangunan tahunan daerah 
sesuai peraturan perundang-
undangan

34

Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi
operasionalisasi SIAK dan database
kependudukan berbasis nomor 
induk kependudukan (NIK) nasional 
secara online

505 
kab 
/kota

uraian target

Jumlah usulan rekomendasi 
kebijakan di bidang Peningkatan 
keluarga dan kesejahteraan anak

2

Jumlah usulan rekomendasi 
kebijakan perlindungan perempuan 
dan anak

2
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PAYUNG 
HUKUM

SDM MEKANISME 
KERJA

SARPRAS

• Perlindungan anak 
merupakan isu 
lintas sektor, 
namun masih 
banyak pihak yang 
bekerja masing-
masing

• Belum 
lengkapnya 
sarpras 
pendukung 
dalam 
pelaksanaan PA

• Terbatasnya 
wadah yang 
memfasilitasi 
keterlibatan 
anak dalam 
pembangunan

• Belum semua 
pemangku 
kepentingan 
paham 
mengenai PA

• Masih adanya 
regulasi tentang 
PA yang belum 
tersedia dan 
harmonis

KPPPA, 
Kemenkumham

• Penyusunan 
peraturan 
perundangan 
mandat dari 
UU No.35/2014 
amandemen 
UU No.23/2002 
tentang 
Perlindungan 
Anak.

KPPPA, Kemdagri, 
Kemkumham, POLRI

• Pelatihan sistem 
PA bagi para 
pemangku 
kepentingan

• Pelatihan aparat 
penegak hukum 
tentang sistem 
peradilan anak

KPPPA,Kemdagri, 
KemkoPMK,Bappenas

• Peningkatan 
koordinasi dalam 
pelaksanaan 
program PA baik 
di tingkat pusat 
dan daerah, 
serta antar 
pusat-daerah

KPPPA, Kemsos, 
Kemkumham

• Penyediaan 
sarana 
pendukung yang 
melengkapi 
P2TP2A

• Penyediaan 
LKSA, RPSA, dan 
institusi 
pengasuhan 
alternatif yang 
berkualitas

• Partisipasi anak 
dalam kegiatan 
musrenbang 
baik di tingkat 
desa/kelurahan, 
kecamatan, 
kota/kabupaten, 
provinsi, dan 
nasional.

KPPPA, Kemdagri

Terpenuhinya 
Hak seluruh 

anak Indonesia 
dan 

Terlindunginya 
anak dari 
berbagai 

tindak 
kekerasan

KETERLIBATAN 
ANAK


